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Abstract 

 
Perlindungan hukum perdata terhadap simpanan anggota koperasi memegang peranan krusial dalam 

menjamin keberlanjutan koperasi dan kepercayaan para anggotanya, khususnya pada koperasi berbasis 

prinsip syariah seperti Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

bentuk-bentuk perlindungan hukum perdata yang berlaku bagi simpanan anggota serta mengidentifikasi 

tantangan dan implementasinya secara spesifik dalam koperasi tersebut. Pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi 

langsung, dan analisis dokumen internal koperasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun regulasi 

perundang-undangan telah mengatur perlindungan hukum, masih terdapat gap antara aturan dan 

pelaksanaan di lapangan, terutama terkait pemahaman anggota dan penegakan hak simpanan secara 

efektif. 
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Pendahuluan 

 

Koperasi ditempatkan sebagai lembaga 

ekonomi yang memiliki fungsi sosial utama 

dalam memberdayakan anggota dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

melalui prinsip kekeluargaan dan gotong 

royong. Dalam konteks ekonomi syariah di 

Indonesia, koperasi BMT (Baitul Maal wat 

Tamwil) mengkhususkan layanan 

keuangannya berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang menekankan keadilan, 

transparansi, dan larangan riba. Simpanan 

anggota merupakan salah satu pondasi modal 

utama koperasi yang harus dijaga dan 

dilindungi dengan sebaik-baiknya agar 

organisasi tetap mampu berjalan dan 

memenuhi kebutuhan anggotanya. 

 

Perlindungan hukum terhadap simpanan 

anggota menjadi sangat penting karena 

menyangkut hak kekayaan anggota yang 

harus dijaga agar tidak disalahgunakan 

maupun dirugikan akibat ketidaktepatan 

pengelolaan pengurus atau risiko lainnya. Di 

Indonesia, perlindungan hukum terhadap 

simpanan anggota koperasi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian serta beberapa 

regulasi pendukung lainnya. 

 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya 

seringkali terdapat gap antara regulasi dan 

praktik, khususnya dalam koperasi syariah 

dengan karakteristik dan tantangan uniknya. 

Misalnya, kurangnya pemahaman 

menyeluruh anggota terkait hak dan 

kewajiban mereka, serta bagaimana 

mekanisme hukum perdata dapat menjamin 

perlindungan simpanan tersebut jika terjadi 

sengketa. Dengan latar belakang tersebut, 

peneliti mengambil studi kasus di Koperasi 

BMT Jaya Bersama Syariah yang telah 

menjadi pelaku penting dalam pemberdayaan 
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ekonomi umat melalui layanan simpan 

pinjam berbasis syariah. 

 

Penelitian ini sangat strategis sebagai upaya 

pemetaan perlindungan hukum yang ada 

serta formulasi rekomendasi praktis untuk 

meningkatkan perlindungan dan kepercayaan 

anggota, sekaligus mendorong peningkatan 

tata kelola koperasi yang transparan dan 

akuntabel. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

memperoleh pemahaman mendalam 

mengenai perlindungan hukum perdata 

terhadap simpanan anggota koperasi dalam 

konteks nyata Koperasi BMT Jaya Bersama 

Syariah. Metode ini memungkinkan analisis 

kontekstual melalui interaksi sosial, prosedur 

pengelolaan simpanan dan penerapan 

perlindungan hukum yang dilakukan 

pengurus koperasi. 

 

Teknik pengumpulan data meliputi: 

 

Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan 

pengurus koperasi, anggota aktif, serta pihak 

terkait yang memiliki peran dalam 

pengelolaan simpanan untuk menggali 

informasi terkait kebijakan, proses, dan 

persepsi tentang perlindungan simpanan. 

Observasi Partisipatif: Peneliti hadir di 

kantor koperasi selama proses operasional 

simpanan berlangsung untuk memperoleh 

pemahaman langsung mengenai prosedur, 

penanganan komplain, dan pelaksanaan tata 

kelola koperasi. 

Analisis Dokumen: Studi terhadap dokumen 

resmi koperasi seperti anggaran dasar, 

peraturan internal koperasi, laporan 

keuangan, dan catatan transaksi simpanan 

sebagai sumber data primer untuk menilai 

kesesuaian kebijakan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Data yang terkumpul dianalisis secara 

deskriptif kualitatif menggunakan teori 

hukum perdata dan prinsip koperasi syariah 

untuk mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, dan tantangan dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum tersebut. Analisis ini 

diharapkan menghasilkan pemahaman 

holistik dan rekomendasi yang konstruktif. 

 

Rumusan Masalah 

Apa saja bentuk dan jenis perlindungan 

hukum perdata yang berlaku untuk simpanan 

anggota di Koperasi BMT Jaya Bersama 

Syariah? 

Bagaimana mekanisme dan implementasi 

perlindungan hukum tersebut dalam praktek 

sehari-hari di koperasi? 

Apa tantangan utama dalam menjamin 

perlindungan simpanan anggota yang efektif 

dan menyeluruh? 

Bagaimana tingkat pemahaman anggota 

terhadap hak dan perlindungan hukum atas 

simpanan mereka? 

Apa rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan perlindungan hukum perdata 

terhadap simpanan anggota koperasi syariah 

tersebut? 

Pembahasan 

1. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata 

terhadap Simpanan Anggota 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian dan Peraturan Organisasi 

memberikan kerangka hukum yang memuat 
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kewajiban koperasi untuk melindungi 

simpanan anggota. Perlindungan ini 

mencakup hak anggota untuk menerima 

informasi lengkap terkait simpanan, memiliki 

akses yang adil atas simpanannya, dan 

jaminan keamanan dana yang disimpan 

dalam koperasi. Selain itu, prinsip 

transparansi dan akuntabilitas juga diawasi 

secara ketat agar pengelolaan dana tidak 

disalahgunakan. 

 

Ahli hukum perdata Prof. Jimly Asshiddiqie 

menyatakan, 

 

“Perlindungan hukum atas simpanan anggota 

merupakan bagian penting dalam 

mewujudkan koperasi sebagai badan usaha 

yang berkeadilan dan memiliki tanggung 

jawab sosial.” 

 

2. Implementasi Perlindungan di 

Koperasi BMT Jaya Bersama Syariah 

Implementasi perlindungan hukum 

dilakukan melalui mekanisme pengelolaan 

simpanan yang mengikuti prosedur 

operasional baku dan aturan syariah. 

Pengurus koperasi wajib memberikan 

laporan berkala kepada anggota mengenai 

keadaan simpanan dan penggunaan dana. 

Namun, data wawancara menunjukkan 

bahwa belum seluruh anggota memahami 

hak-hak mereka secara lengkap, serta 

prosedur pengaduan bila terjadi 

permasalahan. 

 

Koperasi juga mengaplikasikan prinsip 

musyawarah dan mufakat dalam 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan 

dana, serta berusaha menjamin keamanan 

simpanan melalui audit internal dan evaluasi 

berkala. 

 

3. Tantangan dalam Perlindungan 

Hukum Simpanan 

Beberapa tantangan utama yang dihadapi 

meliputi: 

 

Keterbatasan Pemahaman Anggota: Anggota 

belum sepenuhnya mengerti tentang hak dan 

perlindungan hukum sehingga rentan 

mengalami kerugian akibat ketidaktahuan. 

Keterbatasan SDM Pengurus: Pengurus 

terkadang kurang memiliki pengetahuan 

hukum memadai untuk menyosialisasikan 

regulasi dan menangani sengketa. 

Keterbatasan Pengawasan: Pengawasan 

eksternal yang masih minim mempengaruhi 

konsistensi penerapan perlindungan hukum 

internal koperasi. 

Pengaruh Risiko Usaha: Risiko kegagalan 

usaha koperasi juga memberikan dampak 

terhadap keamanan simpanan anggota. 

4. Pemahaman Anggota tentang Hak 

Simpanan 

Penelitian menyimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan anggota mengenai hak dan 

perlindungan hukum atas simpanan mereka 

masih perlu ditingkatkan melalui program 

edukasi dan sosialisasi yang kontinu. 

Pendidikan literasi keuangan dan hukum 

koperasi menjadi salah satu solusi untuk 

memperkuat posisi anggota dalam menjaga 

haknya. 
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Kesimpulan 

Perlindungan hukum perdata terhadap 

simpanan anggota Koperasi BMT Jaya 

Bersama Syariah sudah diatur secara 

regulatif, namun terdapat berbagai tantangan 

dalam implementasinya. Perlindungan 

efektif memerlukan peningkatan pemahaman 

anggota dan kapasitas pengurus serta 

penguatan mekanisme pengawasan agar hak-

hak simpanan anggota terpenuhi dan 

terjamin. Edukasi berkelanjutan dan 

peningkatan tata kelola koperasi menjadi 

kunci utama dalam mewujudkan 

perlindungan hukum yang optimal bagi 

simpanan anggota koperasi berbasis syariah. 

Lebih lanjut, koperasi perlu mengembangkan 

program-program yang dapat meningkatkan 

literasi keuangan dan hukum di kalangan 

anggota, sehingga mereka lebih memahami 

hak dan kewajiban mereka. Hal ini tidak 

hanya akan meningkatkan kepercayaan 

anggota terhadap koperasi, tetapi juga 

mendorong partisipasi aktif mereka dalam 

pengelolaan koperasi. Selain itu, pengurus 

koperasi harus dilengkapi dengan pelatihan 

yang memadai mengenai hukum dan 

manajemen risiko untuk memastikan bahwa 

mereka dapat menjalankan tugas mereka 

dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Rekomendasi lain yang dapat diusulkan 

adalah perlunya penguatan regulasi dan 

pengawasan dari pihak berwenang untuk 

memastikan bahwa koperasi-koperasi 

syariah, termasuk Koperasi BMT Jaya 

Bersama Syariah, dapat beroperasi dengan 

transparan dan akuntabel. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan perlindungan hukum 

terhadap simpanan anggota dapat lebih 

efektif, sehingga koperasi dapat 

berkontribusi lebih besar dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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